BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ /0 /P/004.2/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITURONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Bupali Situbondo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerininh Kabupaten Situbondo, dalam rangka
pengelolaan  pelayanan  inlormasi  dan  dokumentasi
dilaksanakan oleh Pemcrintah Daerah Kabupaten Situbondo,
perlu  menetapkan Pcjabat  Pengelola  Inlormasi  dan
Dokwmnentasi  Pemeriniah  Kabupaten  Situbondo, yang
pelaksanaannya  ditetapkan dengan  Kcputusan Bupati
Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemecrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kelerbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numwor 77 Tahun 2020
tentung Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. DPeraturan Doerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun
2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di  Lingkungan DPemerintah  Kabupaten
Situbondn
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MEMUTUSEKAN :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupalen Situbondo, terdiri dari .

a. Atasan PPID;

b. PPID Utama;

¢. PPID Pembantu.

Dengan Susunan, Ssebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

Mecnugaskan kepada Pejabal Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, schagaimana
dimaksud Diktum KESATU, untuk :

I. Atasan PPID, untuk:

a. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan
dokumentasi serta menjamin  kelersediaan informasi
sccara terintegrasi dan terkoordinasi;

b. menerima kcbecratan atas penolakan dari pemohon

informasi publik;

memberikan tanggapan aias keberatan yang diajukan

oleh pemohon informasi dalam jangka wakiu paling

lambat 30 (tga puluh) hari kerja sgjak diterimanya

lapuran keberatan secara tertulia; d. sebagoi perwakilan

badan publik Pemerintah Daerah dalam scngketa

informasi publik; dan

d. memberikan persetujuan atau penclakan atas surat
penelapan daftar informasi publik dan surat penetapan
klasilikasi dari PPID) Ulama.

1I. PPID Utama, untuk ;

a. menyusun dan melauksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

h. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi darl
PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelaysanan informasi dan dokumentasi leepada
publik;

¢, melalkukan verilikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

f. melakukan  uji  konsckucnsi  alas  intormasi  dan
dokumentasi yang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat,;

i. melakukan pembinaan, penpgawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan intormasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantiy;

o




3

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang lﬂyﬂk
untuk dipublikasikan,

menugaskan PPID Pembantu  dan/atau  Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan

.membentuk tm fasilitasi penanganan  sengketa

informasi dan mendamping: sidang sengketa informas
yvang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II. Dalain miclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka
romawi IT, PPID Utama berwenang :

a.

L.

C,

menolak memberikan Informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasgi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

menentukan atau menctapkan suatu informasi dan
dolkumentasi yang dapat diakses olch publik; dan c.
menugaskan  PPID  Pembanlu  dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membual, mengumpulkan, scria
memelihara  informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

IV.PPID Pembantu, untuk :

.

b.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
Lugas, dan kewenangannya;

menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
atau sesuail kebulubian;

melaksanakan  kebijakan  teknis informasi  dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
menjamin . kelersediaan dan aleselerast  layanan
informasi dan dolumentasi bagi Pemohon Informasi
Publik sccara cepal, lepat, berkualitas  dengan
mengedepankan prinsip prinsip pelayanan prima,
mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bihan
dan data lingkup Perangkal Dacrah menjadi bahan
informasi publilk; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan ilcknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai denguan kebutuhan,

V. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka romawi
IV, PPID pembaniu khususnya Sekretariat DPRD bertugas
untuk:

a.

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan  dokumentasi lkepada DPRD  sesual
peraturan perundang-undangan; dan




KETIGA

KEEMPAT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yih. :
Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Sdr. Inspcktur Dacrah Kabupaten Situbondo;
Qdr, Kepnln BKAD Kabupaten Sltubondo;

Sdr. Anggota PPID yanp bersanpkulan.
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b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk mecnctapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik.

Segala  biaya yang herkenaan dengan pelaksanaan tugas
Pejabal  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemeriniah
Kabupalen Situbondo, sebogmimuna  dimaksud  Diktum
KESATU dibebankan pada Anggaran Pchdapatan dan Helanja
Dacrah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman  pada
kelentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kepulusan ini mulai berlaku pada tanppal dilctapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 2 0 IAN 2022




LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 AN 2022

Numor _: 188/ 78 /P/004,2/2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KEDUDUKAN
NO, DALAM PPID JABATAN DALAM DINAS
1 2 3
1. | Atasan PPID Utama Jekretaris Daeranh Kabupaten Situbondo.
2. | PPID Utama Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo.
3, | PPID Permmbantu a. Kepala Bagian Orgamsasi Sekretariat

Dacrah Kabupaten Situbondo;

b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

c. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Situbondo;

d. Sekretaris Inspektorat Kabupaten
situbondo;

¢. Sekreiaris Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusin
Kabupalen Situbondo;

f. Qekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Situbondo;

g. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Situbondo;

h. Sekretaris Badan Perencanaan
Permmbangunan Dacrah Kabupatcn
Situbondo;

i. Sekretaris Badan Keuangan duan  Aset

Daerah Kabupaten Situhondo;

Je Sekretaris Badan Pendapatan  Daerah
Kabupaten Situbondo;

k. Sckretaris Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

L. Sekretaris Dinas Kesehulan Kabupaten
Situbondo;

m. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Situbondo;

n. Sckretaris Pekerjaan umum dan Perumalian
Permukiman Kabupaten Situbondo;

0. Sekretaris Dinas Pemberdaynan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Situbondo;

p. Sekrelaris Dinas Penanaman Modal dan
Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Situbondo;

q. Seckretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Situbondo;

r.  Sekrelaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluargn Berencana  Kabupaten
Situbondo;
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aa.

bb.
cc.
dd.
ee,
it

hh.
1.

kk.
1.

Trm.
().

PP
qaq.

Sekretaris Dinas Koperasi, Pcrindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten
Situbondo;

Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Situbondo;

Sekretaris  Dinas  Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Situbondo;
Sekretaris  Dinas  Sosial  Kabupalen
Situbondo;

Sckretaris Dinas Pertanian dan Ketnhanan
Pangan Kabupaten Situbondo;

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Situbondo;

Sekretars Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Situbondo;

Sckretaris  Saluan  Pohsi Pamong  Praja
Kabupaten Situbondo;

Sckretaris Kecamatan Banyuglugur;
Sekretaris Kecamatan Banyuputih;
Sekretaris Kecamatan Desuki;

Sckretaris Kecamatan Jatibunleng;
Sekretaris Kecamatan Mlandingan;
Sekretaris Kecamatan Sumbermalang;
Sckretaris Kecamatan Arjasa;

Sekretaris Kecamatan Asembagus;
Sekretaris Kecamatan Bungatan;

Sekretaris Kecamatan Jangkar;

Sekretaris Kecamatan Kapongan;

. Sekretaris Kecamatan Kenedlit;

Sekrelans Kecamalan Mangaran,
Sekretaris Kecamatan Panarukan;
Sekretaris Kecamatan Panji;
Sekretaris Kecamatan Situbondo;

Sekretaris Kecamatan Suboh.




